BUPATI TEMANGGUNG
PROPINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 19 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR 37 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN

PERATURAN DAERAH

KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI
PELAYANAN KESEHATAN PADA LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

Menimbang :

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TEMANGGUNG,

bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Temanggung
Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pemberian Tambahan
Penghasilan Pegawai Pemerintah Kabupaten Temanggung maka
Peraturan Bupati Temanggung Nomor 37 Tahun 2012 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Pada Laboratorium
Kesehatan Daerah sebagaimana yang tertuang dalan BAB VI
Pasal 8 bahwa Pemanfaatan Retribusi Pelayanan Laboratorium
Kesehatan perlu dirubah

bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 37
Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi
Pelayanan Kesehatan Pada Laboratorium;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit
Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3495);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);



10.

11.

18,
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14.

15,

16.

17,

18.

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3821);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya
Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor
32 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4377);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
dan PengolahanLingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2009 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan  Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang
Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1990 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3409);

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang
Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor
153,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4161);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang
Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4424);



19.

20.

21.

22,

23.

24.

25.

26.

27,

28.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik IndonesiaNomor 4528);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundangundangan;

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan
Pemerintahan Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran
Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 6);
Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun
2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun
2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
Kabupaten Temanggung;

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun
2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan  Kesehatan
(Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor
29);

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun
2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada
Laboraorium Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Tahun
2012 Nomor 4);

Peraturan Bupati Temanggung Nomor 37 Tahun 2012 tentang
Petunjuk  Pelaksanaan  Peraturan Daerah  Kabupaten
Temanggung Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan
Kesehatan pada Laboratorium Kesehatan Daerah (Berita
Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 37 TAHUN 2012 TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TEMANGGUNG NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI
PELAYANAN KESEHATAN PADA LABORATORIUM KESEHATAN
DAERAH.

Pasal I

Ketentuan BAB VI Pasal 8 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 37 Tahun 2012
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4
Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Laboratorium Kesehatan
Daerah (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 37) diubah

sebagai berikut:



BAB VI
PEMANFAATAN RETRIBUSI PELAYANAN LABORATORIUM KESEHATAN

Pasal 8

Pemanfaatan dari penerimaan retribusi diutamakan untuk mendanai yang

berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan Laboratorium.

Pemanfaatan retribusi sebagaimana di maksud pada ayat (1) adalah sebesar

100 (seratus persen) yang selanjutnya digunakan dengan perincian sebagai

berikut :

a. 80 % ( delapan puluh persen) digunakan untuk biaya operasional
Pelayanan Kesehatan pada Laboratorium ; dan

b. 20 % (dua puluh persen) digunakan untuk pembinaan dan pengendalian
pelayanan .

Pemanfaatan Retribusi digunakan untuk biaya operasional pelayanan

kesehatan pada laboratorium sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2)

huruf a meliputi :

pembelian reagent dan media pemeriksaan;

biaya transpot pengambilan sampel;

alat tulis kantor dan penggandaan,;

pemeliharaan alat kesehatan

Peralatan kebersihan dan bahan pembersih

Pengelolaan Sampah Medis; dan /atau

Pembelian sarana penunjang pelayanan

Fre a0 o

Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

; W_‘Z % Ditetapkan di Temanggung
SEKDA & pada tanggals 5 April 016
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Diundangkan di Temanggung
pada tanggal s 5 4pril 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

BAMBANG AROCHMAN
BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2016 NOMOR 19



